SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOE (3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 111 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT FELAKSANA TEENIS
TAMAN HUTAN BEAYA PANDAN FULOH
FROVINST KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNLUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka membantu togas dan ungsi Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk
Unit Peloksana Teknis berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan
Organizasi, Tugas dan TFungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Teman Hutsn Haya Pandan Puloh
Provinsi Kalimantan Barat;

b, bahwa dalam rangka mompercepat pelayanan dan
operasionalisasi terkait taman hutan raya yang tclah
dibentulk UPT Taman Hutan Eaya Pandan Puloh denpan
Pergub Nomor 111 Tahun 2017, dengan bertambahnya
jumlah Ickasi taman huten raya Provinzsi Halimantan
Barat sangat tidak relevan lagi mencantumbkan nama
pandan puloh pada WPT dimaksud sehingga perlu
dinabahy

¢, bahwa  berdasarkan  pertimbanpgan scbagaimang
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Peramiran Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Pandan Puloh
Prowinei Kalimantan Barat;



Menginpat
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Undang-Undang MNomor 25 Tahun 1956  tentang
Pembentulkan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kolimantan Barat, Kalimantan Selalan dan Kalimantan
Timur  [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 110&);

Undang-Undang MNomor 41 Tahun 1999 (entang
Kehutanan (Lembaran Negara Reputblik Indonesia Tahan
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Mepara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebapaimans  lelsh  diubah
terakhir dengan Undanp-Udnang Nomer 19 Tahun 2004
lenilang  Penetapan  Perafuran  Pemerintah  Pengganti
Undnang-Undanp  Nomor 1 Tahuan 2004 tentang
Perubahan Atas Udnang-Udneng Neomor 40 Tahun 1999
tentang kKehutanan menjadi Udnang-Udnang (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lemboaran Negare Republik Indoncsia Momor
4113);

Undang-Undang Nomor 5 Tehun 2014 tenrang Aparatur
ipil Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lemibaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 5494);

Undong-Undang Nomor 23 Tahuan 20014  tentang
Pemerintahan Daerah  sebapaimana folah diubah
beberapa kali dan  terakhir dengen Undang-Undang
Nomor & Tahun 2015 tentang Porubahan EKedos Atas
Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negars  Republik
[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peramatarn Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Iutan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4453), sebagaimana
telah diubah denpan Persluran Pemerintah Nomor 60
Tahun 2009 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nepars Republik
Indonesia Nomor 5036];

Peraturan Pemerintah Womor 18 Tahun 2016 lentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indunesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dacrah (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451):
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Peraturan  Daerah Nomer 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Provins
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daersh
Provinsi Kalimantan Borat Nomor 6);

Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerjo Dinas Kchutanan Provinsi Kalimantan
Barat [Berita Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2016 Nomor 117];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBEENUR NOMOR 111
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN HUTAN RAYA PANDAN
PULOH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Kelentuan dalamm Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang
Pernbentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kera Unit
Pelaksana Telmis Taman Hutan Rays Fandan Puloh Provinsi Kalimantan
Barat {Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 111),
diubah sebagai berikot:

Eetentuan semua Nomenklulur Taman Hutan Raya Pandan Puloh maupun
tugas dan {ungsi yang menggunakan Taman Hutan Raya Pandan Puloh
schagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun
2017 diubah schingga berbunyi Taman Hutan Rava.

- Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaloa pada tanppal diundangkan.

Agar setiap oranyg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubermur ini dengan penempatannya dalam  Berita Daersh  Provinsi
Kalimantan Barat,

Ditctapkan di  Pontianal

pada tanggal 16 fpril 2019
GLBERNUR KALIMANTAN BARAT,

td

SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianalk

pada tanggal 16 Hpil 2019
Pj.BEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

td
SYARIF KAMARUZAMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 NOMOR I‘ﬂ



